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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN
KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN
TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA

PIHAK LAIN

BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa
Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai,
perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata
Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat
Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat
Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada
Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 69 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.211, TLN No.5739);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat
fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun
sejak saat impor dan/atau perolehan digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau
dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, Pajak Pertambahan
Nilai yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut wajib
dibayar.

Dalam hal kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi, sesuai dengan
ketentuan perpajakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku
surut terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2015 dan diundangkan pada
tanggal 20 Oktober 2015.



